
Misi III  : Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing

1 Meningkatnya 
Pertumbuhan 
Perekonomian 
Daerah  Sektor 
Perdagangan, Sektor 
Industri Pengolahan 
yang berdaya saing 
serta Meningkatnya 
Kemapanan 

Persentase 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Sektor 
Perdagangan, 
Sektor 
Industri 
Pengolahan 
serta 

Meningkatnya 
Kontribusi 
sektor Industri 
pengolahan 
terhadap PDRB

Persentase 
Pertumbuhan PDRB 
Sektor Industri 
Pengolahan

Program 
Perencanaan 
dan 
Pembangunan 
Industri 

Meningkatnya 
Pembangunan 
Industri

Persentase Industri yang 
berkembang

Penyusunan dan 
Evaluasi Rencana 
Pembangunan 
Industri 
kabupaten/Kota

Untuk mendapatkan pedoman 
dan kerangka acuan 
pembangunan industry yang 
direncanakan

Persentase target 
pembangunan evaluasi 
industri

Penyusunan Rencana 
Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota

Tersusunnya Rencana 
Pembangunan Industri

Jumlah Dokumen 
Rencana Pembangunan 
Industri 

Koordinasi, sinkronisasi 
dan pelaksanaan 
pembangunan sumber 
daya industri

Terselenggaranya koordinasi 
,sinkronisasi, dan pelaksanaan 
pembangunan sumber daya 
industri

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
Dan Pelaksanaan
Pembangunan Sumber
Daya Industri

Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
Pembangunan Sarana dan 
Prasaranan Industri

Terselenggaranya koordinasi 
,sinkronisasi, dan pelaksanaan 
pembangunan sarana dan 
prasarana industri

Jumlah dokumen hasil
koordinasi, sinkronisasi
dan plaksanaan
pembangunan sarana dan
prasarana industri

Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
pemberdayaan industri 
dan peran serta 
masyarakat

Terselenggaranya koordinasi 
,sinkronisasi, dan pelaksanaan 
pemberdayaan industri dan 
peran serta masyarakat

Jumlah dokumen hasil

Koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan

pemberdayaan industri

dan peran serta

masyarakat

Program 
Pengelolaan 
Sistem 
Informasi 
Industri 
nasional

Untuk 
mempermudah 
pelaporan dan data-
data yang 
berkenaan dengan 
industry kabupaten 
yang akurat baik 
industry kecil dan 
menengah

Persentase pemantauan 
seluruh industri IKM 
yang tersebar

Penyediaan 
informasi Industri 
untuk Informasi 
Industri untuk IUI, 
IPUI, IUKI dan IPKI 
kewenangan 
kabupaten

Seluru IKM Kabupaten dapat 
mempermudah melaksanakan 
kegiatan industry yang dikelola 
dengan informasi

Persentase pemantauan 
IKM yang ada di 
Kabupaten

Fasilitasi pengumpulan, 
pengelolaan dan anilisis 
data industri data kawasan 
industri serta data lain 
lingkup kabupaten kota 
melalui sistem informasi 
industri nasional (SIINAS)

Terfasilitasinya 
pengumpulan,pengolahan dan 
analisis data industri, data 
kawasan industri serta data 
lain lingkup Kabupaten/Kota  
melalui sistem informasi 
industri nasional (SIINas)

Jumlah dokumen hasil
Fasilitasi pengumpulan,
pengelolaan dan anilisis
data industri data
kawasan industri serta
data lain lingkup
kabupaten kota melalui
sistem informasi industri
nasional (SIINAS)

Diseminasi dan Publikasi 
Data Informasi Industri 
Kabupaten/Kota melalui 
SIINAS

Terdiseminasi dan 
terpublikasinya data informasi 
dan analisis industri 
Kabupaten/Kota melalui 
SIINas

Jumlah dokumen hasil
Diseminasi, Publikasi Data
Informasi dan Analisa
Industri Kabupaten/Kota
melalui SIINAS

Pemantauan dan evaluasi 
kepatuhan perusahan 
industri dan perusahaan 
kawasan industri lingkup 
kabupaten/kota dalam 
penyampaian data ke 
SIINAS

Terpantau dan dievaluasinya 
kepatuhan perusahaan  
industri dan perusahaan 
kawasan  industri lingkup 
Kabupaten/Kota dalam 
penyampaian data ke SIINAS

Jumlah dokumen hasil
Pemantauan dan Evaluasi
Kepatuhan Perusahan
Industri dan Perusahaan
Kawasan Industri Lingkup
Kabupaten/Kota dalam
Penyampaian Data ke
SIINAS
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Program 
Pengendalian 
Izin Usaha 
Industri 
Kabupaten / 
Kota

Agar seluruh IKM, 
yang ada memiliki 
izin usaha yang 
ditetapkan oleh 
pemerintah yang 
terdaftar

Persentase IKM memiliki 
Izin Usaha Industri (IUI) 
industri kecil menengah 

Penerbitan Izin 
Usaha Industri (IUI), 
Izin Perluasan 
Usaha-usaha 
Industri (IPUI), Izin 
Usaha Kawasan 
Industri (IUKI) dan 
Izin Perluasan 
Kawasan Industri 
(IPKI) kewenangan 
Kabupaten/kota 
berbasis sistem 
Informasi Industri 
Nasional (SIINAS)

Agar seluruh IKM memiliki 
kegiatan yang jelas (izin usaha)

Persentase IKM dapat 
memperluas usaha yang 
dikelola

Fasilitasi pememnuhan 
komitmen perolehan IUI, 
IKUI, IUKI dan IPKI 
kewenangan 
kabupaten/kota dalam 
sistem informasi industri 
nasional (SIINAS) yang 
terintegrasi dengan sistem 
pelayanan perizinan 
berusaha terintegrasi 
secara elektronik 

Terfasilitasinya verifikasi 
teknis pemenuhan kesesuaian 
persyaratan teknis perizinan 
berusaha sektor industri 
dan/atau dalam rangka 
perluasan usaha untuk bidang 
usaha dengan resiko usaha 
menengah-tinggi dan tinggi, 
melalui SIINas yang 
terintegrasi

Jumlah Dokumen hasil
fasilitasi verifikasi teknis
pemenuhan kesesuaian
persyaratan teknis
perizinan berusaha sektor
industri dan/atau dalam
rangka perluasan usaha
untuk bidang usaha
dengan resiko usaha
menengah-tinggi dan
tinggi melalui SIINas yang
Terintegrasi dengan
Sistem OSS

Meningkatnya 
Kontribusi 
sektor 
perdagangan 
terhadap PDRB

Persentase 
Pertumbuhan PDRB 
sektor Perdagangan 
Besar dan Eceran

Program 
perizinan dan 
Pendaftaran 
Perusahaan

Meningkatnya 
pemenuhan 
komitmen 
perizianan dan 
pendaftaran 
perusahaan

Persentase pelaku 
usaha yang memenuhi 
komitmen perizinan dan 
pendaftaran perusahaan

Penerbitan Izin 
Pengelolaan Pasar 
Rakyat, Pusat 
pembelanjaan, dan 
Izin Usaha Toko 
Swalayan

Meningkatnya Fasilitasi 
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar 
Rakyat, Pusat pembelanjaan, dan 
Izin Usaha Toko Swalayan

Persentase Fasilitasi 
Penerbitan Izin 
Pengelolaan Pasar 
Rakyat, Pusat 
pembelanjaan, dan Izin 
Usaha Toko Swalayan

Fasilitasi pemenuhan 
komitment prolehan 
perizinan pasar rakyat, 
pusat perbelanjaan, dan 
toko swalayan melalui 
sistem pelayanan 
perizinan berusaha 
terintegrasi secara 
elektronik

Tersedianya rekomendasi 
pemenuhan komitmen 
perolehan perizinan pasar 
rakyat,  pusat perbelanjaan, 
dan toko swalayan melalui 
sistem pelayanan perizinan 
berusaha terintegrasi secara 
elektronik

Jumlah Rekomendasi
Pemenuhan Komitemn
Perolehan Perizinan Pasar
Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko
Swalayan melalui Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

Penerbitan Tanda 
Daftar Gudang

Meningkatnya Fasilitasi 
Penerbitan Tanda Daftar Gudang 
Pelaku Usaha/Badan Usaha

Persentase Fasilitasi 
Badan Usaha untuk 
memiliki Tanda Daftar 
Gudang

Fasilitasi penerbitan tanda 
daftar gudang

Tersedianya dokumen tanda 
daftar gedung

Jumlah Dokumen Tanda
Dftar Gedung

Penerbitan Surat 
Tanda Pendaftaran 
Waralaba (STPW) 
untuk Penerima 
Waralaba dari 
Waralaba Dalam 
Negeri

Meningkatnya Fasilitasi 
Penerbitan Tanda Daftar Gedung 
Pelaku Usaha/Badan

Persentase Pelaku 
Usaha yang difasilitasi 
untuk memiliki Tanda 
Pendaftaran Waralaba 
(STPW) untuk Penerima 
Waralaba dari Waralaba 
Dalam Negeri

Faasilitasi perizinan surat 
tanda pendaftaran dan;/ 
atau lanjutan waralab 
(STPW) dalam negeri 
terintegrasi secara 
elektronik

Terfasilitasinya Proses
Perizinan Surat Tanda
Pendaftaran dan/atau
Lanjutan Waralaba (STPW)
Dalam Negeri Terintegrasi
Secara Elektronik

Jumlah Dokumen
Perizinan Surat Tanda
Pendaftaran dan/atau
Lanjutan Waralaba (STPW)
Dalam Negeri Terintegrasi
Secara Elektronik

Pengendalian 
Fasilitas 
Penyimpanan Bahan 
Berbahaya dan 
Pengawasan 
Distribusi, 
Pengemasan dan 
Pelabelan Bahan 
Berbahaya di 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengendalian 
Fasilitas Penyimpanan Bahan 
Berbahaya dan Pengawasan 
Distribusi, Pengemasan dan 
Pelabelan Bahan Berbahaya di 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pengawasan 
Fasilitas Penyimpanan 
Bahan Berbahaya dan 
Pengawasan Distribusi, 
Pengemasan dan 
Pelabelan Bahan 
Berbahaya di Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota

Pemeriksaan Penyimpanan 
Bahan Berbahaya

Terlaksanya Pemeriksaan
Penyimpanan Bahan
Berbahaya

Jumlah Laporan Hasil
Pemeriksaan Penyimpanan 
Bahan Berbahaya

Penerbitan Surat 
keterangan Asal 
(bagi Daerah 
Kabupaten/Kota 
yang telah 
Ditetapkan sebagai 
Instansi Penerbit 
Surat Ketrangan 
Asal)

Terlaksananya Koordinasi dan 
Singkronisasi keterangan Asal 
(bagi Daerah Kabupaten/Kota 
yang telah Ditetapkan sebagai 
Instansi Penerbit Surat 
Ketrangan Asal)

Persentase Badan 
Usaha yang difasilitasi 
untuk mendapat 
Penerbitan SKA

koordinasi dan 
singkronisasi layanan 
penerbitan SKA

Tersedianya Dokumen
Penerbitan Surat Keterangan
Asal

Jumlah Dokumen
Penerbitan Surat
Keterangan Asal

Program 
Peningkatan 
Sarana 
Distribusi 
Perdagangan

Meningkatnya 
kualitas dan 
kuantitas sarana 
distribusi 
perdagangan

Persentase sarana 
distribusi perdagangan 
yang dibangun dan 
ditata

Pembangunan dan 
Pengelolaan Sarana 
Distribusi 
Perdagangan

Meningkatnya pembangunan dan 
pengelolaan sarana distribusi 
perdagangan

Persentase sarana 
distribusi 
perdaganganyang 
dibangun dan dikelola

Penyediaan Sarana 
Distribusi Perdagangan

Tersedianya sarana distribusi
perdagangan 

Jumlah sarana distribusi
perdagangan 



 Sub Kegiatan Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub KegiatanNO Tujuan Indikator 
Tujuan sasaran Indikator Sasaran Program Sasaran Program Indikator Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan

Fasilitasi Pengelolaan 
Sarana Distribusi 
Perdagangan

Tersedianya Fasilitasi
Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan

Jumlah Fasilitasi
Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

Pembinaan 
terhadap 
pengelolaan Sarana 
Distribusi 
Perdagangan 
Masyarakat di 
Wilayah Kerjanya

Meningkatnya kualitas 
pengelolaan sarana distribusi 
perdagangan di Wilayah Kerjanya

Persentase Pembinaan 
dan Pengendalian, 
Pemberdayaan 
Pengelolaan sarana 
distribusi Perdagangan

pemberdayaan pengelola 
sarana distribusi 
perdagangan

Terlaksananya Pembinaan dan
Pengendalian kepada
Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan

Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan dan
Pengendalian kepada
Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan

Program 
Stabilisasi 
harga barang 
kebutuhan 
pokok dan 
barang Penting

Terjaganya 
stabilitas harga 
barang kebutuhan 
pokok dan barang 
penting

Persentase koefisien 
variasi harga barang 
kebutuhan pokok dan 
barang penting antar 
waktu

Menjamin 
Ketersediaan barang 
kebutuhan pokok 
dan barang penting 
di tingkat daerah 
Kabupaten/Kota

Tersedianya barang kebutuhan 
pokok dan barang penting di 
tingkat daerah Kabupaten/Kota

Persentase ketersediaan 
barang kebutuhan 
pokok dan barang 
penting di tingkat 
daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Ketersediaan 
Barang Kebutuhan Pokok 
dan Barang Penting di 
Tingkat Agen dan Pasar 
Rakyat

Tersedianya Laporan
Pengendalian Stok atau
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting di Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat

Jumlah Laporan
Koordinasi dan
Sinkronisasi Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di
Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat

Pengendalian harga, 
dan stok barang 
kebutuhan Pokok 
dan Barang penting 
di tingkat Pasar 
Kabupaten/Kota 

Terlaksananya Pengendalian 
Harga, dan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting di Tingkat Pasar 
Kabupaten/Kota

Persentase Pelaksanaan  
Kegiatan pengendalian 
Harga dan stok Barang 
penting di tingkat Pasar 
Kabupaten/Kota 

Pemantauan harga, dan 
stok barang kebutuhan 
pokok dan barang penting 
pada pelaku usaha 
ditribusi barang dalam 1 
(satu) kabupaten/kota

Tersedianya Laporan
Pemantauan harga, dan stok
barang kebutuhan pokok dan
barang penting pada pelaku
usaha ditribusi barang dalam
1 (satu) kabupaten/kota

Jumlah Laporan
Pemantauan harga, dan
stok barang kebutuhan
pokok dan barang penting
pada pelaku usaha
ditribusi barang dalam 1
(satu) kabupaten/kota

Pelaksanaan operasi pasar 
reguler dan pasar khusus 
yang berdampak dalam 1 
(satu) kabupaten/Kota

Tersedianya Laporan
Pelaksanaan operasi pasar
reguler dan pasar khusus yang
berdampak dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan
Pelaksanaan operasi pasar
reguler dan pasar khusus
yang berdampak dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota

Pengawasan Pupuk 
dan pestisida 
Bersubsidi di 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kualitas 
Pengawasan Pupuk dan Pestisida 
Bersubsidi di Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase Pengawasan 
Pupuk dan Pestisida 
Bersubsidi di Tingkat 
Daerah

Pemeriksaan kelengkapan 
legalitas dokumen 
perizinan

Terlengkapinya Dokumen
Kelengkapan Legalitas
Dokumen Perizinan 

Jumlah Dokumen
Kelengkapan Legalitas
Dokumen Perizinan 

Pengawasan Penyaluran 
dan pengunan pupuk dan 
pestisida bersubsidi

Tersedinya Laporan
Pengawasan Penyaluran dan
Penggunaan pupuk dan
pestesida bersubsidi dengan
Realisasi Minimal 90%

Jumlah Laporan
Pengawasan Penyaluran
dan Penggunaan pupuk
dan pestesida bersubsidi
dengan Realisasi Minimal
90%

Program 
Standarisasi 
dan 
Perlindungan 
Konsumen

Terjaminnya 
kepastian Hukum
dan kebenaran
dalam penggunaan
alat Ukur, Takar,
Timbangan dan
Perlengkapan 
(UTTP) serta satuan
ukuran dalam
perdagangan dan
kesehatan

Persentase alat UTTP
bertanda tera tahun
berlaku

Kegiatan 
Pelaksanaan 
metrology Legal 
Berupa Tera, Tera 
Ulang dan 
pengawasan

Terjaminnya kepastian Hukum 
dan keberanaran dalam 
penggunaan alat Ukur, 
Takar,Timbangan dan 
Perlengkapan (UTTP) serta 
satuan ukuran dalam 
perdagangan dan kesehatan

Persentase alat UTTP 
bertanda tera tahun 
berlaku

Pelaksanaan Metrologi 
Legal Berupa Tera dan 
Tera Ulang

Meningkatnya kesesuaian Alat
Ukur, Alat Takar, Alat
Timbang, dan Alat
Perlengkapan terhadap
ketentuan yang berlaku

Jumlah Alat Ukur, Alat
Takar, Alat Timbang, dan
Alat Perlengkapan
Diterima Ulang



 Sub Kegiatan Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub KegiatanNO Tujuan Indikator 
Tujuan sasaran Indikator Sasaran Program Sasaran Program Indikator Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan

Pengawasan/penyuluhan 
metrologi legal

Pelaku Usaha di Bidang
Metrologi Legal yang Dibina

Jumlah Pelaku Usaha di
Bidang Metrologi Legal
yang Dibina

Program 
Penggunaan 
dan Pemasaran 
Produk Dalam 
Negeri

Meingkatnya 
penggunaan dan 
Pemasaran produk 
dalam negeri

Persentase Penggunaan
dan pemasaran Produk
dalam negeri

Kegiatan 
Pelaksanaan 
Promosi, Pemasaran
dan Peningkatan
Penggunaan Produk
Dalam Negeri

Terlaksanannya pelaksanaan 
promosi, pemasaran dan 
peningkatan pennggunaan 
produk dalam negeri

Persentase Pelaksanaan 
promosi, pemasaran dan 
peningkatan 
pennggunaan produk 
dalam negeri

Pelaksanaan Promosi  
Penggunaan Produk dalam 
negeri di tingkat 
kabupaten /kota

Terlaksanannya promosi 
penggunaan produk dalam 
negeri di tingkat 
kabupaten/kota

Jumlah UMKM yang 
melaksanakan promosi 
penggunaan produk dalam 
negeri di tingkat 
kabupaten/kota

Pemasaran dan 
peningkatan penggunaan 
produk dalam negeri di 
tingkat kabupaten/kota

Meningkatnya akses 
pemasaran produk dalam 
negeri terutama produk yang 
dihasilkan oleh umkm melalui 
kemitraan dengan Retail. 
Marketplace, perhotelan dan 
jasa akomodasi

Jumlah UMKM yang 
melakukan pemasaran 
produk dalam negeri 
melalui kemitraan dengan 
Retail, Marketplace, 
perhotelan dan jasa 
akomodasi 

Peningkatan sistem dan 
jaringan informasi 
perdagangan

Tersediannya sistem dan 
jaringan informasi 
perdagangan

Jumlah data dan infomasi 
sistem dan jaringan 
informasi perdagangan

Pemberdayaan masyarakat 
dalam peningkatan 
penggunaan dan 
pemanfaatan sandang 
produksi dalam negeri

Terlaksanannya 
pemberdayaan masyarakat 
dalam peningkatan 
penggunaan dan pemanfaatan 
sandang produksi  dalam 
negeri

Jumlah orang yang 
mengikuti pemberdayaan 
masyarakat dalam 
peningkatan penggunaan 
dan pemanfaatan Sandang 
Produksi dalam negeri

Meningkatnya 
Pertumbuhan 
Koperasi dan 
UMKM

Persentase 
Stabilisasi 
Pembinaan Koperasi 
dan UMKM

Program 
Pengawasan 
dan 
Pemeriksaan 
Koperasi

Meningkatnya 
Koperasi yang sehat 
dan aktif

Persentase Koperasi 
yang sehat dan aktif 
serta akuntabel

Pemeriksaan dan 
Pengawasan 
Koperasi, Koperasi 
Simpan 
Pinjam/Unit 
Simpan Pinjam 
Koperasi Simpan 
Pinjam untuk 
Koperasi dengan 
Wilayah 
Keanggotaan dalam 
Daerah 
Kabupaten/Kota

Meningkatnya Koperasi yang 
sehat dan aktif serta patuh 
terhadap peraturan perundang-
undangan

Jumlah Koperasi yang 
sehat dan aktif serta 
patuh terhadap 
peraturan perundang-
undangan

Pengawasan kekuatan, 
kesehatan, kemandirian, 
ketangguhan serta 
akuntabilitas koperasi 
kewenangan 
kabupaten/kota

Terlaksananya Pengawasan
kekuatan, kesehatan,
kemandirian, ketangguhan
serta akuntabilitas koperasi
kewenangan kabupaten/kota

Jumlah Koperasi yang
telah dilakukan
Pengawasan kekuatan,
kesehatan, kemandirian,
ketangguhan serta
akuntabilitas koperasi
kewenangan 
kabupaten/kota

Program 
Penilaian 
Kesehatan 
KSP/USP 
Koperasi

Meningkatnya 
Kesehatan KSP/USP 

Persentase KSP/USP 
sehat 

Penilaian Kesehatan 
Koperasi Simpan 
Pinjam /Unit 
Simpan Pinjam 
Koperasi yang 
Wilayah 
Keanggotaannya 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kesehatan 
KSP/USP secara kelembagaan 
dan usaha

Persentase KSP/USP 
koperasi yang sehat dan 
akuntabel secara 
kelembagaan dan usaha

Pelaksanaan penilai 
kesehatan ksp/usp 
koperasi kewenangan 
kabupaten/kota

Terlaksananya penilaian
kesehatan KSP/USP koperasi
kewenangan kabupaten/Kota

Jumlah Unit usaha
koperasi yang telah
dilaksanakan penilaian
kesehatan


